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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 60 TAHUN 2011 

TENTANG 
LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN 

PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah 
menjamin terselenggaranya program wajib belajar 
pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut 
biaya;  

b.  bahwa pungutan membebani masyarakat 
sehingga dapat menghambat akses masyarakat 
untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang Larangan Pungutan Biaya 
Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 
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2.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

6.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 77 Tahun 2011; 

7.  Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN TENTANG LARANGAN PUNGUTAN 
BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib 
belajar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 
termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka. 

2. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang 
berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung 
maupun tidak langsung. 

3. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan 
dan/atau diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola 
pendidikan. 

4. Standar  nasional  pendidikan  yang selanjutnya disingkat SNP adalah  
kriteria  minimal  tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Pasal  2 

(1) Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar 
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
sampai terpenuhinya SNP. 

(3) Pemenuhan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui bantuan operasional sekolah. 

Pasal 3 

Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya 
investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya.  

Pasal 4 

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh 
melakukan pungutan: 
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